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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

: a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

IS

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor S5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025-2029;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, untuk Renstra Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara




10.

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019




11.

12,

13.

14.

15.

16.

17,

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun
2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2025 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);




Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I.
2.
3.

10.

11.

594

13.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan




14.

15.

16.

17.

18.

19.

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah
serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (outpuf)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (outpuf), hasil
(outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk
menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program,
yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun
berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025-2029, dalam rangka pencapaian visi dan misi
Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.
b.
c.

Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah;
Penetapan Renstra; dan
Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB III
DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah;

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat
Daerah; dan

Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV
PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5
Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepala
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan
dan sasaran, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan
bidang urusan;
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil
Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi
terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat
Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan
hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA
kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai
target dan pendanaan tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan
dalam penyusunan RKPD Tahun 2030.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah,
Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun
RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama
periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 5025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
(
o 2 S
ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat 2025-2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

2PV NOO R WD~

p—
o

13.
14.
15.

16.
17
18.
19.
20.
21
22,
23.
24.
295.
26.
27.
28.
29,

30.
31.
32.
33.
34.

- O

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RENSTRA INSPEKTORAT

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
RENSTRA DINAS SOSIAL

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RENSTRA DINAS PERIKANAN

RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

RENSTRA KECAMATAN BETARA

RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN




35;
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

RENSTRA KECAMATAN MERLUNG

RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU

RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA

RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM

RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA

RENSTRA KECAMATAN SENYERANG

RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK

RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI

RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM

RS UMUM DAERAH K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL
RS UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN MERLUNG

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

< 2w/
ANWAR SADAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis ( Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029
merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun

kedepan.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan
guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah
yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan
penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terintegrasi, sinergis
dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional
dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Semoga
dokumen Renstra periode 2025 - 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi kita

semua.

Demikian rencana strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan
rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

Kuala Tungkal, 27 -'0 - 203
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun
2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional
dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman lima tahunan yang merumuskan arah
kebijakan pembangunan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna mendukung
pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2025-2029.

Penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh
kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di
tengah dinamika ekonomi, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta
meningkatnya tuntutan layanan publik. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan,
kemajuan teknologi informasi, dan tuntutan tata kelola yang transparan dan
akuntabel menjadi tantangan strategis yang perlu diantisipasi melalui perencanaan
yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang secara khusus memetakan arah kebijakan dan
program kerja Bapenda untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan
daerah, sejalan dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD
2025-2029.

Penyusunan Renstra Bapenda mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);

m
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.

Renstra Bapenda memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian
pembangunan daerah, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke
dalam program dan kegiatan yang operasional dan terukur. Dokumen ini menjadi
dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang konsisten, serta menjadi
instrumen penguatan kinerja melalui penetapan sasaran dan indikator. Selain itu,
Renstra berfungsi sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan
akuntabilitas publik dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga
evaluasi pembangunan.

1.2 Dasar Huknm

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, berikut beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 teniang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat IT Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
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20.

21.

22.

3.

24.

25.

26.
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Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomeor 2009, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11). Pembangunan dan
Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3).



97. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5)-

28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya selama periode lima tahun
mendatang. Dokumen ini berfungsi sebagai arah kebijakan dan acuan operasional
dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian visi dan
misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah :
1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan, program,
dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda;
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang konsisten
dengan arah dan target pembangunan jangka menengah;
Mendorong peningkatan kinerja yang transparan, efektif, dan akuntabel;
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara terukur dan
berkelanjutan.
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1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai;
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
l. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:
7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis:

BAB ITI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ;

BAB IVPROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
|. Rencana Program dan Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja,

Indikator, target dan Pagu Indikatif;

2. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

BABYV PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
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GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun
2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :

a.

BAB 11

penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak
Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan
Daerah;

. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak

Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan
Daerah;

. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan
Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;

. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah,
Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah:
dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.



Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SENRETARIS
SUBBAGIAN LIMLIN MELOMPONK, IASATAN
DAN KEFEGAWALAN FUNGSIOMAL
BIDANG BIDANG BIDAMG PEMBLKUAN
PENDAFTARAN, PEMILALAN DAN mi e, DAN PENGEMEANGAN
PENDATAAN DAN PENETAPAN —-— PENDAPATAN
L2 el AT
LB RiSANG
SUBRIDANG SUBBIDANG U BIDANG MBI B
| PENDAFTARAN DAN = PENBLALAN DAN —  PEMAGIMAN DAN = rLARCRAN
FENDATAAN PEMETARAN | KEBERATAN | FENDARAT A DAERAH
SUBRIDANG SUB MIDANG
5B BIDANG PENGEAILAN
=  PEMILAIAN DAN s S i POTENSI DAN
1 remEREsAAN DAN resraieniigpus FENAGIHAN DAN SARAMA
ey T PRASARANA PAJAX
EELOAPOK KELIIBON KELOMPOK KELOMPOE
| ARATAN FUNGRIONAL | JABATAN UNGSIOMAL L LABATAN FUNGSICNAL — IARATAN
FUNGSIOMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
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1. Sekretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan,
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program
dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja;

b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian
meliputi:  ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan
perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;

c. pembinaan dan  penyelenggaraan wurusan keuangan meliputi:
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP);

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

2. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan
Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas
merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
pendataan, pendaftaran dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan
Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja di bidang pendaftaran, pendataan dan pengendalian.

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi Pendataan Pajak Daerah, pengolahan data wajib
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Pajak Daerah, memproses mendata, verifikasi lapangan, pendafiaran wajib
pajak baru, mutasi Objek dan Subjek, keberatan, pengurangan,
pembetulan, pembatalan objek pajak, merancang konsep NPWPD, NOP,
pencatatan Dafiar Buku Induk Wajib Pajak Daerah dan Buku Perjenis
Pajak Daerah.

c. perumusan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan
pengawasan.

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi dan menyusun daftar Objek Pajak Daerah.

e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pendaftaran, pendataan dan pengendalian;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi.

3. Bidang Penilaian dan Penetapan

Bidang Penilaian dan Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan, bidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan,
merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penilaian dan
penetapan

Dalam  melaksanakan tugas Bidang Penilaian dan Penetapan
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja di bidang Penilaian dan Penetapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi verifikasi laporan omzet Wajib pajak Daerah dan penilaian,
perhitungan dan penetapan pajak daerah penyusunan nilai jual objek
pajak daerah, penerbitan surat ketetapan, surat keputusan pembetulan,
surat keputusan pembatalan serta memproses Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atau SPPT
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan
Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

e e
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Nihil (SKPDN), menyusun daftar objek pajak daerah dan menyampaikan
ke WPD. serta penilaian wajib pajak individukolektif, serta menyiapkan
Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);

b. perumusan penyusunan data pendukung Nilai Jual Objek Pajak
meliputi: Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan, Peta
Zona Nilai Tanah (ZNT), Nomor Indek Rata-Rata Peta Blok dan
merekam peta kedalam aplikasi smart map;

¢. perumusan dan pelaksanaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan, Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas merencanakan,
merumuskan, melaksanakandan mengkoordinasikan kegiatan penagihan dan
keberatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja di bidang Penagihan dan Keberatan;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penagihan, verifikasi dan
keberatan;

¢. perumusan penyusunan jadwal SPPT,SPTPD,SKPD dan STPD dalam
penagihan Pajak Daerah;

d. perumusan pelayanan atas permohonan keberatan pajak dan memproses
surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;

€. perumusan penagihan pajak daerah, penyusunan daftar ketetapan pajak
daerah yang tidak tertagih (terutang) pada setiap akhir bulan;
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f. perumusan koordinasi dengan petugas pengelola penerima keuangan
daerah atas pajak daerah yang ditransfer oleh wajib pajak ke rekening kas
umum daerah;

g. perumusan dan mengkoordinir laporan penerimaan Pajak Daerah;

h. perumusan penyusunan laporan realisasi Pajak Daerah setiap Bulanan,
Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak
daerah;

i. perumusan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan bidang; dan

J- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugasnya.

5. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembukuan dan
Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas
merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan,
pembukuan penerimaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah,
pengendalian, evaluasi, pengkajian potensi, penyuluhan serta pengelolaan sistem
informasi di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pengembangan
Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan;

b. perumusan petunjuk dan pelaksanaan Teknis Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pendapatan dan penyusunan rencana target penerimaan
pendapatan daerah;

¢. perumusan petunjuk dan pelaksanaan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi dan
Evaluasi Pengelolaan benda Berharga/Karcis serta penerimaan dana
tranfer pusat dan Provinsi secara Priodik:

d. perumusan kebijakan teknis Pembukuan/system akuntansi penerimaan
pendapatan daerah serta penghimpunan Data bahan penyusunan laporan

e
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alas semua jenis penerimaan Pendapatan Daerah, laporan Tunggakan
serta Piutang pajak Asli Daerah secara priodik;

e. perumusan kebijakan teknis hasil Rekonsiliasi penerimaan Pendapatan
Daerah secara keseluruhan serta evaluasi realisasi capaian pendapatan
Daerah setiap bulan;

f. perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, Fasilitasi, Koordinasi
pemantaun dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma,
standar, prosedur penggalian potensi pendapatan, rencana Intensifikasi
dan ekstensifikasi pendapatan Daerah;

g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi
pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber sumber Pendapatan
serta penindakan pelanggaran ketentuan pajak Daerah;

h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis, Fasilitasi dan koordinasi
pengkajian potensi Pendapatan Daerah;

i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi
pengelolaan sarana dan prasarana Sistem Informasi yang berbasis
tehnologi dalam pelayanan pajak Daerah, pengkajian potensi pendapatan,
promosi pajak Daerah, penghitungan potensi pajak Daerah, sosialisasi dan
penyuluhan pajak Daerah serta penyusunan draf regulasi PAD;

J. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, pembinaan
dan penyelesaian terhadap masalah tunggakan pajak Daerah;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah
1. Kondisi Umum Pegawai
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebanyak 114 orang, terdiri dari ASN sebanyak 49 orang dan tenaga
kontrak/honorer sebanyak 65 orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1

Jumlah Pegawai
No. Pegawai Jumlah (orang) %
1. [ASN 49 42,98
2. | TKS/TKK 65 57,02
Jumlah 114 100,00

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan
golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a
dan tabel b di bawah ini:

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkanGolongan

Kontrak
Gol PNS | CPNS PPPK Dinas Jumlah %
I = ) = = = =
I - - - 3 2,63
11 37 - - - 37 32.46
v 4 - - - 4 3,51
Grade VIII - - 2 - 2 1,75
Grade X - - 3 - 3 2.63
TKK | = 65 65 57,02
Total 44 - 5 65 114 100,00
Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
E s Kontrak Kontrak
Jenis Kelamin ASN Tl Dinas Jumlah %o
Laki-laki 23 - 31 54 46,61
Perempuan 26 - 34 60 53,39
" Total 49 s 65 114 100,00
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:
1)  Esselon Il B (KepalaDinas) 1 orang
2) Esselon Il A(Sekretaris) 1 orang
3) Esselon Il B (KepalaBidang) 4 orang
4) Esselon [V A (Kasubag/Kasubbid) 9 orang
5) Jabatan Fungsional : 13 orang
6) Pelaksana 16 orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study
pegawai adalah sebagai berikut (tabel ¢ dan tabel d)
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Tabel ¢ - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan PNS | CPNs | pepk | Komtrak |y |
Strata-2 (S2) 5 - - 1 6 5,26
Strata-1 (S1) 25 - 3 35 63 55,26
D4 m = = B = =
Sarjana Muda/D3 4 - 1 1 6 5,26
DI, D2 - - - - S -
SLTA/SMK 10 - I 28 39 | 422
SLTP - - - - - -
. SD - - 3 2 = =
_ TOTAL 44 - 5 65 114 100,00
Tabel d — Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan
Strata Pendidikan PNS | CPNS | PPPK '“'D:."‘:" Jumlah | %
Magister
1. Magister Ekonomi 3 1 4 3,51
2. Magister Hukum 2 - 2 1,75
Sarjana
1. Imu Sains/Biologi - - - - -
2. llmu Sosial - - - - - -
3. [mu Ekopomi Manajemen 13 - 15 29 25,44
4. llmu Ekonomi Akutansi 1 - - 1 0.88
5. llmu Ekonomi
Pﬂnbmgunan 1 - 3 5 4,39
6. Tlmu Pendidikan - - 4 4 3,51 |
7. llmu Pemerintahan - = 1 1 0,88
8. llmu Administrasi Negara - - 1 1 0,88
9. llmu Administrasi Publik 3 - - 3 2,63
10. Timu Administrasi B i . o
Perpajakan :
11. Pertanian 1 - - 1 0,88
12. Hukum 1 £ 4 5 4,39
13. I'lmu}':mmmikaﬁi dan 2 ) 6 9 7.89
penyiaran Islam
14. Teknik Informatika - - 1 1 0,88
15. Kehulanan 1 - 1 2 1,75
16. Kesehalan - - - 1 1 0,88
Sarjana Terapan
1. Perpajakan S = R | 0488
Sarjana Muda
1. Manajemen Informatika 1 - - i 0.88
2. Teknik Informatika 1 - - 1 (.88
3. _Akutansi Keuangan 1 - - 2 1.75
4. Manajemen Perusahaan 1 - - - 1 0.88
5. Komputer - 1 1 0.38
Menengah Kejuruan 5 - - 5 439 |
Menengah Atas 5 - 25 31 27,19
Seckolah Dasar - - - - = -
Total 44 - 65 114 100
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Tabel ¢ - Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

- Jabatan/Staf Jumlah

Spama/Diklat PIM III 2

Adum/Adumla/Diklat Pim IV +

TOTAL 4

Tabel f. Sarana Kerja Badan Pendapatan Daerah

URAIAN | BANYAKNYA

KOMPUTER

- Mini Komputer_ 1

- Laptop o B 43

- Tablet /Gadget 23

- __Komputer Jaringan Lainnya/server 7

- Personal Komputer Lainnya 41

- Printer (Peralatan Personal Komputer) =Tl | =i I
- Scanner (Paralatan Personal Komputer) 3

- __Harddisk Internal/External

= Peralatan Jaringan lainnya

| PERALATAN OLAH RAGA
- Mm Olah Raga Lainnya (dst)

-.—“—-"-in.. e ——

ALAT ANGKUTAN
- MlmBm[Iﬁumpang_l}__@mK:haw:h} 7
.=__Sepeda Motor - 35_
_ALAT BENGKELDAN ALATUKUR

-{MWMMMﬁmm@W 3

- Matl’mgu.ﬁr.rﬁmsTM 3

- Alat ukur lain-lain

ALAT KANTOR DAN num TANGGA

MMEmﬂMﬁ |
Mesin Kas Register 10
- Lemari Arsip 2 Pintu_ -y 6 i
= lemariAmsipKayw ol S SR e R
- __Lemari BesiMetal 85
Rak Besi 2
Filing Cabinet Basi 3
- Brandkas 2 |
- Lemari Kaca 5
- CCTVY 1 W
T

.- Papan Visual/PapanNama | 3

2
&
|
|
l
;
1
|
!
!

I
|

;
;
5’

|
J
1

|

fedfE
“ﬁ““”g

mmmewmm

B
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- Kursi Tamu 13
i 35 il
Alat Pembersih lainnya E I

- Lemari Es

- AC Split a8
- Kipas Angin 4
- Televisi Il S B en
-__Sound System 3
- Unit Power Supply 43
Stabilisator 7 R T O
Camera film 2 B B
- AlstHiasan o B 7 o g
- Tangga Aluminium 1
- Mimbar/Podium 1
- Handy Cam B 1 3
- Karpet - 10
- __Alat Rumah Tangga Lain-lain ol 2 |
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya 5
|- Meja Kerja Pagawai Non Struktural AR - - S
- Kursi Kerja Pejabat Eselon [V 15
- Kursi Kerja Pegawai Mon Struktural 18
- Kursi Kerja Pejabat lainnya 22
- Lemari Arsip 12
> MesnTok =~ A
- Box Plastik 10
- Exhause Fan 10
- KotkSamt =~ 0| X
= Uninterruptible Power Supply (UPS) 2
- _Digital LED Running Text 3
- _Layar Film/Projector . I
- Mesin Celak Lisirik Sheet 2
- Mesin Cetak Elektronik T
|- Facsimile mills . 1 il
- __Microphone o 2 M i
-  Genset |

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Peningkatan  tersebut menunjukkan adanya
penyelenggaraan pelayanan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB 11
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Berdasarkan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan, dengan capaian yang sebagian besar
melampaui target tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra sebelumnya.
Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, terkait validitas data
objek pajak, perluasan basis penerimaan, dan perlunya penguatan sistem data,
serta strategi ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap potensi pendapatan. Selama
periode evaluasi, kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan signifikan.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya di atas target yang
telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas penyelenggaraan
pelayanan publik. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) juga menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem tata kelola
pemerintahan, dengan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang lebih terukur
dan akuntabel. Meskipun capaian kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang baik,
masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain validitas data
objek pajak, perluasan basis penerimaan yang belum tergarap optimal, serta
perlunya penguatan sistem data dan strategi intensifikasi potensi pajak daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:
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Berdasarkan Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tingkat realisasi
anggaran relatif tinggi dan mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program
dan kegiatan. Rata-rata realisasi anggaran selama empat tahun terakhir mencapai
lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Alokasi
anggaran menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Namun demikian, meskipun
tingkat realisasi anggaran tinggi, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas
perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil,
sehingga kinerja pelayanan publik dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Berdasarkan Tabel 2.4, Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi
Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah, pelaksanaan urusan pendapatan
daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator utama, yaitu Persentase
Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, menunjukkan peningkatan
signifikan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan peningkatan.
Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan Bapenda dalam menjalankan
tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meskipun
masih diperlukan upaya lanjutan dalam peningkatan kualitas data pajak daerah,
pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi potensi penerimaan baru.

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat terdiri dari beberapa pihak utama sebagai penerima manfaat layanan,
yaitu:

1. Perangkat Daerah, sebagai mitra koordinasi dalam pengelolaan pendapatan
daerah, terutama dalam hal retribusi dan sumber penerimaan lain-lain.

2. Wajib Pajak Daerah, baik perorangan maupun badan usaha, yang menjadi
pengguna langsung layanan pajak daerah.

3. Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat tidak langsung dari
optimalisasi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai
pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
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2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
A. Permasalaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah, Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi sejumlah
permasalahan yang berdampak terhadap efektivitas pencapaian target kinerja dan
pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan ini perlu diidentifikasi secara
sistematis agar dapat dijadikan dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan
perencanaan ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
masih rendah. Perlunya peningkatan literasi pajak secara masif dan
berkelanjutan.

2. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM pengelola pajak daerah masih terbatas dalam jumlah dan
kompetensi. Diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan
peningkatan kapasitas teknis.

3. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana seria Layanan
Perpajakan.

Keterbatasan fasilitas pelayanan, baik dari segi infrastruktur fisik maupun
digital, menyebabkan belum maksimalnya pelayanan perpajakan kepada
masyarakat.

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Daerah
Upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan masih
perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan sistem pendataan  dan
pemutakhiran data untuk mendukung efektivitas pelaksanaan strategi
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

5. Belum Optimalnya Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak
Daerah
Penggunaan sistem teknologi informasi masih menghadapi berbagai
kendala, seperti keterbatasan integrasi data, belum maksimalnya

“
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pemanfaatan digitalisasi layanan, serta minimnya kapasitas teknis

penge

lola.

Belum Optimalnya Kerja Sama Antarinstansi dan Pihak Terkait.

Sinergi antarperangkat daerah maupun dengan pihak eksternal dalam
mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum terjalin secara

optimal. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor untuk
mempercepat peningkatan pendapatan daerah.
Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
Permasalahan
o Capaian / Standar vang Faktor Faktor
Aspek Kajian |4 odicl SentIni| Digunskan | Intermal | Eksternal =
1. Kesadaran
Masyarakat  |Partisipasi Kepatuhan T e Rendahnya [Rendahnya
terhadap masyarakat masih [wajib pajak “’,"“ml, 2 literasi Hﬁ:faran
Kewajiban rendah inimal jakan arakat
|Perpajakan
2. Kapasitas ﬂ{‘!’.ﬂ’hm:mm SDM J Minimnya SDM|Terbatasaya
[SDM belons itedindsi |profesional kapasitas SDM
3. Sarana dan l“w Ketergantungan |Layanan
Prasarana e akian belim layanan pihak jakan
Pelayanan IE'FWI : blik lum optimal
4. Strategi
tensifikasi belum (Standar Sistem bjek pajak  |[Intensifikasi &
alid dan basis gelolaan IPendataan bar dan tekstensifikasi
Ekstensifikasi |pajak belum luas [PAD daerah belum update|sulit dijangkau  [belum optimal
Pajak |
; fBelum ; .
4 L““w" ntegresi dan :jg“fm SDMTI  (fhses Btemel g oy
nformasi h finiin o terintegrasi rﬂbﬂm Ibelum maksimal belum optimal
epenlingan
6. Kerja Sama |Koordinasi Sinergi lintas  sekioral dan |- ISinergi belum
Antarinstansi |belum sinergis rnktm' lemahnya | TESH optimal
laborasi
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B. Isu Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029,
visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan yaitu :
Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah
pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah
sebagai berikut:

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI yaitu Kabupaten Tanjung
Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman,
Harmonis, Mandiri dan Inovatif,

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah
tahun 2025 — 2029 yaitu:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial
yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif

2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan
pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dalam kerangka pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memegang peranan khususnya dalam
mendukung misi kedua, yakni berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik. Peran ini diwujudkan melalui upaya optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah.
Optimalisasi pendapatan dacrah bukan hanya menjadi instrumen fiskal semata,
tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah
dihadapkan pada berbagai tantangan yang terus berkembang, baik di tingkat
global, nasional, maupun regional, dapat dilihat dari tabel berikut :
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ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.5

15U KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG ISU
POTENSI £ YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT STRATEGIS
DAERAH YANG{ gVAMEAIAN gy pyan DAERAH PERANGKAT
MENJADI DAERAH DENGAN DAERAH
KEWENANGAN PERANGKAT GLOBAL| NASIONAL | REGIONAL
DAERAH
Optimalisasi Infrastrukiur TL, | Tata kelola, Transform | Reformasi Kepatuhan | Penguatan
Pendapatan Validitas data, Lransparansi, asi digital | perpajakan | Pajak dan | sistem
Asli Daerah Literasi Pajak efisiensi, dan | dan dan sinergi perpajakan
berkelanjwtan | keamanan | digitalisasi antar digital,
pelayanan instansi peningkatan
publik SDM dan
literasi,
penguatan
tatakelola
dan
kolaborasi

Secara global, transformasi digital dan tuntutan terhadap tata kelola
pemerintahan yang cerdas mendorong kebutuhan akan sistem informasi
perpajakan yang andal, inklusif, efisien, dan aman. Selain itu, Tuntutan terhadap
transparansi dan akuntabilitas fiskal mendorong perangkat daerah untuk
mengelola pendapatan secara berbasis data dan akuntabel, guna mendukung
pertanggungjawaban publik yang transparan.

Pada tataran nasional, kebijakan reformasi perpajakan dan penguatan
kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana
tercermin dalam RPJMN 2025-2029. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah, serta mempercepat digitalisasi layanan publik. Namun
demikian, masih terdapat ketimpangan dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur
teknologi, terutama di daerah tertinggal, perdesaan, dan pesisir. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri dalam perluasan layanan perpajakan berbasis digital yang
merata dan berkeadilan.

Di tingkat regional, masih rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan, berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak dan pencapaian target penerimaan daerah. Selain itu, keterbatasan validitas
dan ketersediaan data objek dan subjek pajak menjadi hambatan dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi
pajak. Permasalahan ini perlu adanya peningkatan Kapasitas sumber daya
manusia dan penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung

e —
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penyelenggaraan sistem ‘perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Di sisi
lain, sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan, masih perlu ditingkatkan
untuk menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dalam mendukung upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari kondisi tersebut, Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus
dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ke depan. Isu-isu tersebut meliputi:

1.

Perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan untuk
mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban
perpajakan daerah;

Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan
pengembangan kompetensi teknis serta pemanfaatan teknologi informasi;
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan

perpajakan;
Peningkatan  efektivitas pelaksanaan strategi intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah.

Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi perpajakan
berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan
pajak daerah.
Sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan
perlu diperkuat agar mampu menciptakan sistem pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan memahami isu-isu strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah

menyusun strategi yang selaras dengan arah pembangunan, guna mewujudkan

pengelolaan pendapatan yang profesional, transparan, dan mampu mendukung
terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam
jangka menengah sebagai penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan mencerminkan
target kualitatif organisasi yang menjadi ukuran kinerja atas faktor-faktor kunci
keberhasilan, serta memberikan arah dalam perumusan sasaran, strategi, dan
program kerja selama periode perencanaan strategis.

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat adalah optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sebagai bagian
dari kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-
2029, yaitu: “Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”, yang
memiliki makna:

» BERKAH: Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman,
Harmonis
« MADANI: Mandiri dan berinovasi

Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah juga mendukung pencapaian misi
kedua, yaitu: “Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik”.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah tersebut, serta
untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah
menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum pada Tabel 3.1.
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Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan strategis untuk mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran kinerja berupa meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah, yang diukur melalui indikator tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
tahunan. Penetapan target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam Rencana
Strategis Tahun 2025-2030 disusun secara bertahap dan realistis, dengan
mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, basis pajak dan retribusi, serta potensi
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar
6,19%, yang mencerminkan dampak awal dari penyesuaian kebijakan fiskal sesuai
dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pada tahun-
tahun berikuinya, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan stabil dalam
kisaran 1,50% hingga 2,30% per tahun hingga tahun 2030, penetapan ini mencerminkan
pendekatan yang realistis dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Penetapan target ini didasarkan pada hasil evaluasi atas capaian periode
sebelumnya yang menunjukkan fluktuasi angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah,
serta mempertimbangkan dinamika fiskal yang menuntut penguatan tata kelola dan
sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah secara lebih efektif dan efisien.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga menjadi indikator kinerja strategis
perangkat daerah, serta berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan
mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, khususnya dalam hal mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
berkualitas. Seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan target tersebut menjadi dasar
penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama periode 2025-
2030, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, mandiri, dan
berkelanjutan.

Penahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
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PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAPI | TAHAPI | TAHAP Il | TAHAP IV | TAHAP V

INDIEATOR BASARAN | 550¢ 2027 2028 2029 2030
Tingkat Pertumibuhan 1,50% 1,70% 1.90% 2,10% 2,30%
Pendapatan Asli Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja | 79,00 | 7925 79,50 80,00 80.25
Instansi Pemerintah (AKIP) |

|
Nilai Survey Kepuasan 82,20 8230 82,40 82,50 82,60
Masvarakat (SKM)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan
daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka diperlukan
penjabaran arah kebijakan yang bersumber dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK), arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029,
serta arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah.

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam
merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian Misi II
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui operasionalisasi arah kebijakan tersebut,
Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pendapatan
daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, meningkatkan kualitas pelayanan
perpajakan yang adaptif, memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, serta mendorong
transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Hubungan antara NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

e R e e e T, R A S e ok

BAB 111 i3




Il avd

JOIYSS SEIUI] WIS (STUIPU0OY UTeIRSEla - stsmgaq uisoduad wep “menffueBusd wmresuasd walsio venenfoag -

meRunuaday nyfuwmwad urunBuequad ureuesyujad uneep ueBunuxday nyBuewad
uep sumsml omuw pumseley  umenduag - | umeqied eues gumep EySemed Do seioqeioy ep SeEpIooy AU -

Enriaguian) oy qnd meuntinsd wngde sefeguaSosd
yrioep yefed weuedejad soooud mwsypodee - | sesymeip  nEpe uegmupswad  spuslg o sososd umRweapaduag -

yesaep ueyelechad e suedsuen
sswusoju Bojowya waysis ey - | wep psuarsyo mepeySuuaw yan wwywmupswad (seuuoju) wass (seilag -
s ump uenfngfoad wayes mdwaanag - yavp yuupawnd
eliomny osimafEeiy  epEp jusmgsund uep pmaag  wmss  mmenfesg -
nueq yefed yalgo weypquieuag - iseniau Sueouwsad seysedey umeyBujuad Sopps

smu Eenfan Eesnoyms ‘qronep munoad SRS mEp UMnSnALD. -
yefied qifem ueymeday

uep ueesyiswad ‘vesrsnfuad umeyBuay - RIS BAESAE (TACH BRI ISENRAS UTRURENRA] -
yulid
yafiqns pafgo wep isereSip vep URIPENURY - B[12up{ (SRULIAY TN ¥INP WSS SRS -

euEp s aed et |
A Uep Jnpynaseon epeBusgy - | sesieufp Seeuuogu @ojouya apnasyul el wep ueBuequioluag -

W] SIEvaG UumEguad |
uep ‘weredfuefuad ‘omeresuuad suonug

wefunuaday nyBuemad raue
IFRIOQEICY URP JOT§I% SEIT ISRulpaooy uanmBuag

Hrignd veundeyad
uep weqeiLaEad siusig sesoad sesiEndig

(AAIS)
oA stsequaq ueyeiuLaussd wasis 1sesa)

elioury

s18maa reues uep aevdmydusd wass oedessuag

spuouLsy uup
Jndepe Sund yesoep isendas sewpeny uereyBuluag

quoep yeupswad
wlsoupy 1sn[EAs unp ueseaeBuad usenduag

uEELIad
FSRULICHL (ANSES URp BpEp Bjo]y w uependuag

(Aad5) rseuncyur Sojouwg mpynaselu
uenfuad wep urqeuawad peEp o]

uaisija wep jisnpqu Sund

UDSYO WEp GElre USSR WP UL jodwojay
Buns uwmCejod smpsy wwyBuequoBuopy - | quums Sued yignd wuedved mpmaseyu wp ey weeySuueg - | HAndusuRieed sumseseid unp eunvs wendusg
fAojowss ueprvpuwad uep veyelediad wenp qEswad
Suepiq wapep WAS susaduoy wepeyiuuegy - NSV tsumaduioy vy Burag - | nperede swsyruossgoud vep sepsedey verenduag
Jisuodsa uep
Jisusdag uep sasyRIp s ovsendey wepyFuued (ueivjad weaLIsg Jndupe Fued yijgndusmelesd seijEny n-ﬁ.n.E:om
yepnn Fued yefeg vewedeog mepeyfuooagy - | eley edepng uedessuad ypqnd weundejad anurmede swypsedey ._!-xu_.zﬁ_n-
pRe{unwoy weinjes fedegquaq e Jowstued uep ‘ueredsunn ‘[aqeune
uyelidiad isesijersos ‘isenpa oeywmsyEaly - | ymudawasd efoory ssijgeumye uneyBuuad dgvs Eﬁi:ﬁﬁ&m - Suwd umrupawad wjofay wm wep wnduag
MdSN
1M | (dd VELSNT NVIVITEI HVAE Y AWrdd NVEYITEAM HYHY ISVSITYNOISVHEO

jeaeg Sunqep Sunfue] uaednqey yeiseq umedepuag uepeg
siBajea)g sueduay ueyeligay yeay
TE PQEL




Arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel di atas merupakan penjabaran
dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang
terkait dengan Misi Il, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai perangkat daerah yang memiliki
tugas pokok dalam pengelolaan pendapatan daerah, menetapkan arah kebijakan dan
strategi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pendapatan daerah yang
akuntabel, transparan, serta berbasis kinerja. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan
untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bapenda, yaitu optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2025-2030 merupakan proses sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan
output, sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah.

Program merupakan himpunan kegiatan yang terorganisasi dan saling
mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Setiap
program disusun secara terarah dengan mempertimbangkan indikator capaian
kinerja yang relevan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
pembangunan daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang lebih spesifik dan
operasional, dirancang untuk menghasilkan keluaran (output) yang dapat diukur.
Kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja di bawah koordinasi Perangkat Daerah, dan
menjadi penghubung antara rencana strategis dan implementasi teknis di
lapangan.

Subkegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan yang
mendukung pencapaian keluaran kegiatan. Untuk setiap subkegiatan dirinci:

- Kinerja Subkegiatan, yaitu hasil yang ingin dicapai;

- Indikator Kinerja, sebagai tolok ukur pencapaian;

- Target Tahunan, sebagai sasaran capaian per tahun,

- Pagu Indikatif, yaitu alokasi anggaran estimatif sebagai dasar perencanaan
keuangan jangka menengah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimuat dalam Renstra ini mengacu
pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dbeserta
pemutakhiran yang berlaku.
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Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam tindakan
nyata vang dapat diukur dan dilaksanakan setiap tahun, disusunlah daftar
program, kegiatan, dan subkegiatan. Struktur ini dirancang secara sistematis untuk
memastikan bahwa outcome dan output dapat dicapai secara bertahap dalam
periode 2025-2030.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan, dan selanjutnya menjadi
subkegiatan yang lebih operasional. Outcome merepresentasikan perubahan atau
dampak yang ingin dicapai dari suatu program, sedangkan output menggambarkan
produk langsung atau hasil dari subkegiatan yang dilaksanakan. Adapun
program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda selama periode
Renstra ini dapat dilihat pada tabel berikut:
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Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan menyajikan
rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan beserta
outcome, output, indikator kinerja, target akhir, dan pagu indikatif sebagai acuan
pelaksanaan tahunan selama periode Renstra. Rincian ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap subkegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan
terukur.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan sebagai arah kebijakan
utama selama periode perencanaan. Subkegiatan prioritas disusun untuk
memastikan keterlaksanaan program prioritas pembangunan daerah secara efektif
dan terukur.

Dafiar berikut memuat subkegiatan prioritas yang menjadi bagian integral
dalam pencapaian sasaran strategis daerah:

BAB IV 54



TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO | PROGRAM PRIORITAS QOUTCOME KEGIATAN | SUBKEGIATAN KETERANGAN
i i E’,." Ay L ik S e : Lot e "~' E \-}m}m’ i -"i' Y :.- u-ﬂl‘lﬁl :
5.52.'[1 Dﬂ ﬂ W lﬂm EAD.&H PEHDAPATA.H DA.EHAH KAB. TAHJLIH'B JABUNG BARAT
i 50201 - PROGRAM Meninghaliys kst B.0Z.07.201 - Perencanaan, Penganggann, dan
PENUNJANG URLSAN releing anasn iusen Evathuasi Kinverja Peranghat Daersh
KABUPATENKOTA prebiik [RAPENDA) 5.82.01.201,0001 - Panyusunan Dokurnen

502 01 2.01.0008 - Koordinas dan Penywsunan
Laporan Capaisn Kinera dan khfisar Realisasi
Kranis SRPD

50201 202 - Administras Keuangan Perangial
Dasrah

50201 202.0001 - Peryediaan Gaj dan Turgangan
ASN

50201 707 0002 « Panyedaan Adminisines
Peiglsansan Tugas ASN

5.02.01.202.0007 - Koandinasi dan Peryusunan
Laparan Ksumngan Bulsnen! Trisudsren Semetiarsm
SEPD

50201208 - Penyedaan Jasa Penunjang Unisan
Pamerirsaban Deergs

B.02.01.2 080001 - Penyecaan Jass Surs Meryural

| 5,020 2.08.0002 - Ponyeciaan Jasa Fomunikas,

Sumber Daya Ar dan Lisink
% 02 01 3,08 0004 - Peryecisan Jasn Pelmysnan
Umam Kantor
] .02 04 - PROGRAM [merp——— % 0204 201 - Kegiaian Pengeioiaan Poncapstan
PENGELOLAAM PENDAPATAN | ekalensificesi dan intensifisi Daavah
DAERAM pendapalen

5 0F 04 2 01.0001 - Perencanaan Pengeiciaan Pajek
Demirahn

5.02 04.2.01. 0002 - Analisa dan Pengembangan

5.02 04 2.01.0003 - Peryuiuhan dan Perysbarkasan
Ktk Pajae Daerab

50204 2.07.0004 - Paryadisan Sarana dan
Promamns Pangaloman Pags Deesh

502 04 2.0 D005 - Pendaiasn dan Pendaftarsn
Ok Pk Desrahy

"5 07 04 2.01 0008 - Pangolshan, Pemaitaraan, dan
Peiaporan Bass Data Pajak Dasrsh

§.02 04 2.01.0007 - Perilaien Pk Bumi dan
Bangunan Perdesasn dan Perkotaan (PEEPZ) serfa
gﬂp;mmmmuunum

5.02.04 2 01,0008 - Fenetapan Vi Pagsk Dasrah

0204 2 01 0008 - Peleyanan dan Konsutas Pajak.
Dasnah

502,04 201,001 0 - Penelitan dan Veriflasi Dala
Pelaporan Pajsl Deersh

502,04 2070011 - Penagihan Pajak Dacrah

5.02.04 2010012 - Penyelesaian Kaberalan Paak
Darak

5.02.04_2.01.0013 - Pengendalian, Pemericsaan dan
Pangavisan Pajak Deerah

%.02.04.2 01 0014 - Pembirsaan 4an Pengawasan
Penpsiciaan Pajsk Desrah dan Rt Desrh
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A. Indikator Kinerja Utama (1KU)

IKU merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam
RPIMD dan Renstra. IKU Badan Pendapatan Daerah disusun untuk
mencerminkan kontribusi terhadap target pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta
target tahunannya:
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B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka menjamin terukurnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja
Kunci (IKK). IKK merupakan alat ukur teknis yang secara langsung berkaitan
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan digunakan untuk mengevaluasi
kinerja penyelenggaraan urusan setiap tahun.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah beserta
target tahunannya:

e e e o i .
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Penyusunan dimulai dari Tahun 2025 hingga 2030. Tahun 2030 merupakan
fase transisi strategis dalam rangka menjaga kesinambungan arah pembangunan.
Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun tersebut bukan hanya
pelengkap akhir dari siklus Renstra, tetapi merupakan landasan penting dalam
penyusunan Renja dan perencanaan jangka menengah periode berikutnya.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra ini diharapkan
mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta memberikan
dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan
masvarakat. Pendekatan berbasis kinerja yang dilengkapi dengan indikator, target,
dan pagu indikatif menjadikan dokumen ini sebagai dasar yang kuat dalam
pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis selama periode
2025-2029.
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BABYV
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Bapenda. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2025-2029.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung
jawab. Penyusunannya ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja pendapatan asli daerah. Badan
Pendapatan Daerah berkomitmen menjalankan strategi yang adaptif dan
kolaboratif, dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan Renstra akan dievaluasi secara berkala guna memastikan
keselarasan dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Evaluasi
ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program dan
kegiatan. Dengan pelaksanaan yang tepat dan terarah, Renstra ini diharapkan
mampu mendorong optimalisasi pelayanan publik serta mendukung pembangunan
daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan pemerintahan
daerah yang tertib, terukur, dan akuntabel.

Kuala Tungkal, 27 - 10~ 202¢
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